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ABSTRAK

Pemerintah Ponorogo melakukan beberapa langkah konkrit dengan mengacu kepada
peraturan nasional seperti Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di
Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 03-20 Juli 2021. Tingginya angka kematian dan
positif COVID-19 di Ponorogo ditengarai oleh beberapa faktor penyebab seperti ketakutan
masyarakat, sifat masyarakat yang kurang kooperatif, serta kecenderungan masyarakat dalam
pemenuhan kebutuhan ekonomi yang pada akhirnya memaksa angka mobilitas tetap tinggi
(selama masa pembatasan). Melalui ~ Keputusan  Bupati Ponorogo  Nomor:
188.45/930/405.01.3/2021 pada dasarnya merupakan langkah konkrit yang sebisa mungkin
berusaha menekan tingkat kedisiplinan masyarakat, di sisi lain tetap memberikan
kelonggaran bagi beberapa sektor penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui langkah konkrit Pemkab Ponorogo di tengah kondisi krisis, terutama dominasi
krisis akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Hasil dari penelitian dibentuk menjadi luaran
poster informatif yang dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh pembaca dengan
menampilkan poin-poin penting seperti faktor penyebab, solusi, serta sektor-sektor Kritis
yang diatur oleh Pemkab Ponorogo selama pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Pemerintah, Ponorogo, Kebijakan, Masyarakat, COVID-19



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menekan angka penyebaran dan penambahan jumlah kasus COVID-19 di
Ponorogo yang melonjak tinggi, Pemerintah Ponorogo melakukan beberapa langkah konkrit
dengan mengacu kepada peraturan nasional seperti Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus
Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 03-20 Juli 2021. Pemerintah
Ponorogo melakukan penyelarasan dengan kehendak pemerintah pusat, di samping itu
kondisi internal masyarakat Ponorogo sendiri memang mengalami krisis dan lonjakan kasus
luar biasa sehingga menempati salah satu posisi dengan kriteria Kabupaten/Kota terbanyak
yang meliputi angka kematian serta penambahan kasus positif COVID-19 dalam jumlah
tinggi.

Jika dilakukan analisis, penyebab Kabupaten Ponorogo memasuki zona rawan COVID-19
adalah dapat dibedakan menjadi beberapa hal seperti: (1) Tuntutan Ekonomi Masyarakat
Mendorong Tingginya Mobilitas, (2) Masyarakat Lelah Menghadapi COVID-19, (3)
Kurangnya Budaya Disiplin Masyarakat. Serangkaian hal tersebut merupakan sumber utama
dari tidak terkontrol-nya pola hidup masyarakat oleh pemerintah, kepolisian, maupun tenaga
medis (kesehatan) yang ada di Ponorogo. Bahkan menurut beberapa pemberitaan media
kredibel, seluruh rumah sakit di Ponorogo mengalami overload. Artinya ketersediaan rumah
sakit yang ada tidak mampu lagi menampung pasien COVID-19 sehingga isolasi mandiri
menjadi solusi alternatif.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengatakan di media Kompas.com mengatakan bahwa
tingginya angka kematian warganya akibat COVID-19 lantaran mereka banyak yang
terlambat mendatangi fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala. Ironis nya, banyak kasus
ditemukan, pasien dibawa ke rumah sakit dalam kondisi telah parah. Pola hidup masyarakat
yang tidak adaptif atau kurang inisiatif dalam mendatangi klinik dan pelayanan kesehatan
semakin terbentuk karena timbulnya rasa takut, misalnya ketika mengalami flu atau badan
demam. Pada akhirnya gejala COVID-19 tidak kunjung usai karena sulitnya deteksi dini
ditambah sikap yang kurang kooperatif karena takut apabila dicap menderita gejala positif
COVID-19 (Alawi, 2021).

Melalui Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/930/405.01.3/2021 pada akhirnya
dilakukan berbagai macam pembatasan fisik terhadap sektor-sektor terkait serta melakukan
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pembebasan 100% jam operasional terhadap sektor penting (sektor Critical) yang memang
mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan kebutuhan rutin masyarakat seperti
urusan kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan dan minuman, listrik,

air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok bagi keseharian masyarakat.

1.2 Tujuan

Poster Edukasi dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan tentang
bagaimana langkah strategis pemerintah Ponorogo dalam menjamin terciptanya keselamatan
penduduk akibat angka penyebaran kasus COVID-19 kian meninggi bahkan hingga
memasuki zona merah. Mengkaji langkah konkrit Pemkab Ponorogo kemudian dijadikan
dalam bentuk poster edukasi merupakan bagian dari sosialisasi terhadap masyarakat agar
senantiasa meningkatkan kewaspadaan.

1.3 Manfaat
1. Bagi Pemerintah Ponorogo
Dengan adanya poster yang disebarluaskan ke pelosok-peloso desa, maka
pemerintah Ponorogo akan lebih mampu menekan aktivitas masyarakat. Idealnya
masyarakat akan mengerti tentang segala kebijakan sementara yang di buat, sehingga
pemerintah tidak perlu repot-repot menghabiskan waktu dalam melakukan tata kelola.

2. Bagi Masyarakat Ponorogo
Poster yang berisi informasi tentang pemberlakuan pembatasan pada sektor
dan jam-jam tertentu akan menciptakan sikap inisiatif dan mawas diri bagi
masyarakat Ponorogo tanpa menciptakan konflik horizontal dengan aparat yang kerap

terjadi pada beberapa moment selama masa pandemi COVID-19.

3. Bagi Aparat TNI & Polri
Kinerja aparat yang bertugas sebagai tim pencegahan COVID-19 di Ponorogo
dapat terpacu untuk lebih ditingkatkan, karena masih belum landai nya angka
penyebaran kasus COVID-19 bahkan angka kematian turut mengikuti sepanjang

waktu dalam beberapa bulan ke belakang.



BAB 11
PEMBAHASAN
2.1 DESKRIPSI
2.1.1 Poster Informatif Tentang Langkah Konkrit Pemkab Ponorogo

Langkah konkrit pemkab Ponorogo yang sengaja digambarkan dalam poster pada
tulisan ini adalah memunculkan permasalahan, sebab, serta solusi atau kebijakan dalam
mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 supaya tidak berada dalam margin penambahan
kasus yang lebih besar. Berdasarkan keterangan media dan lembaga kesehatan yang
berwenang di Ponorogo maupun daerah Jawa Timur, Ponorogo masuk ke dalam 3 Kabupaten
dengan catatan angka terpapar COVID-19 tertinggi se-Jawa Timur bersama dengan dua kota
lainnya. Poster berisikan tentang uraian singkat mengenai beberapa langkah konkrit Pemkab
Ponorogo dalam melakukan pembatasan aktivitas masyakat serta himbauan untuk
menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pada dasarnya poster bersifat fleksibel dan penulis membebaskan siapapun terutama
pihak pemerintah dan aparat untuk menggunakan karya tersebut demi terciptanya kehidupan
yang lebih sehat dan aman di Ponorogo di tengah krisis berkepanjangan akibat pandemi
COVID-19. Design dan tulisan pada poster disusun secara rapi dan tertata dalam susunan
vertikal, dengan menyebutkan masing-masing garis besar mulai dari Permasalahan,
Penyebab, serta Langkah kebijakan dengan pola sebagai berikut:

Gambar 2.1 (Pola Keseluruhan Isi Poster)

Permasalahan

Penyebab

Langkah/Solusi




2.1.2 Segi Pandang Teori

Secara umum, teori Good Governance dapat mewakili keseluruhan isi poster dengan
judul “Langkah Konkrit Pemkab Ponorogo Menyikapi Lonjakan Kasus COVID-19”. Alasan
rasional yang penulis hendak sampaikan adalah, terkait ciri dan karakteristik suatu otoritas
pemerintahan dengan tanggap terhadap problematika nasional bahkan global akibat ancaman
COVID-19. Kecakapan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari kuatnya prinsip dan tingginya
kesadaran dalam melakukan manajemen serta tata kelola sesuai dengan kebutuhan mayoritas
masyarakat. Pandemi COVID-19 berhasil memukul sektor perekonomian, sosial, agama,

budaya, pendidikan, atau yang paling parah adalah kesehatan.

Keutamaan prinsip Good Governance yang dimaksudkan dalam poster disini
sebenarnya lebih mengacu kepada sikap responsif, tegas, disiplin, namun diimbangi dengan
bentuk kelonggaran dan toleransi terhadap beberapa sektor penting yang tidak mungkin untuk
dibatasi jam operasionalnya. Prinsip Good Governance yang diterapkan oleh Pemkab
Ponorogo adalah menyangkut beberapa sektor seperti: sektor kesehatan, logistik,
pembangunan infrastruktur, sektor penyangga perekonomian pasar, serta beberapa sektor
pemerintahan yang tetap dimaksimalkan operasionalnya dengan catatan penerapan protokol

kesehatan secara ketat.

Implementasi Good Governance diwujudkan dalam bentuk Keputusan Bupati
Ponorogo Nomor: 188.45/930/405.01.3/2021 yang sifatnya informatif, antisipatif serta
solutif di tengah krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19. Keputusan Bupati Ponorogo
pada dasarnya berisi tentang aturan-aturan rigid agar dapat dimaklumi oleh seluruh lapisan
masyarakat melalui pembatasan aktivitas fisik dan sosial-ekonomi. Sasaran utama adalah
masyarakat luas terutama yang berada di daerah dengan resiko sebaran dan paparan tinggi
kasus COVID-19. Teori kedisiplinan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan
kebijakan Pemkab Ponorogo agar mampu merestorasi pemulihan perekonomian seperti sedia

kala.
2.1.3 Kelebihan Poster

a. Tampilan sederhana dan mudah dipahami, namun sudah mencakup keseluruhan
esensi penting
b. Tidak memakan banyak biaya, murah, efisien, serta dapat diperbarui sewaktu-

waktu apabila rusak, cacat, maupun luntur tulisan dan warna nya.



c. Dapat disebarluaskan dengan mudah ke seluruh elemen masyarakat baik secara
langsung maupun berupa bentuk digital (penyebaran melalui medsos).

d. Apabila masyarakat banyak yang menyebarluaskan melalui pesan berantai di
medsos, maka masyarakat akan semakin ter-edukasi. Tidak hanya masyarakat
Ponorogo, namun masyarakat eksternal Ponorogo juga mampu untuk menjadikan

poster sebagai acuan untuk mawas diri.

2.1.4 Keterbatasan Poster

a. Poster hanya berisi rincian dan garis besar kebijakan Pemkab Ponorogo, jadi tidak
bisa untuk secara keseluruhan menerjemahkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor:
188.45/930/405.01.3/2021 sehingga masyarakat tidak bisa untuk menafsirkan secara
mentah supaya menghindari adanya potensi kesalahpahaman dan pelanggaran
terhadap aturan.

b. Apabila hanya dicetak dengan kertas biasa tanpa diberi pelindung tambahan seperti
misalnya laminating dan sebagainya, maka akan mudah robek, luntur, maupun basah
ketika ditempel di tempat-tempat umum atau ruang terbuka.

c. Poster memiliki sifat sebagai benda mati, dengan kata lain yang penulis maksud
adalah fungsionalitas poster belum tentu dapat memantik kedisiplinan & kepatuhan

bagi masyarakat terutama masyarakat Ponorogo.

2.1.5 Nilai Jual

Penulis tidak memiliki tujuan atau target penjualan dengan memanfaatkan poster di
masa depan, karena pembuatan poster hanya sebatas diniatkan untuk memenuhi tugas akhir.
Walau pun poster merupakan hak karya cipta milik penulis yang dilindungi oleh peraturan
perundang-undangan, namun penulis membebaskan siapa pun untuk men-copy,
menggandakan, menyebarluaskan, dengan catatan harus dilakukan secara sukarela tanpa

mendatangkan keuntungan bersifat materiil.



2.1.6 Cara Penggunaan/Penyebaran
Penulis akan menjelaskan pola berupa gambar menyerupai prinisp control panel

supaya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca. Pola nya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Pola Penggunaan/Penyebaran

imensvmensenrnennnnnd Pemerintah
: Ponorogo .
TNI ASN POLRI

> MASYARAKAT

Penjelasan: (Garis Merah adalah Garis Instruksi, Garis Hitam adalah Garis Koordinasi)

Pola di atas merupakan hubungan koordinasi dan sosialisasi yang bersifat top-down.
Pemerintah Ponorogo sebagai pemangku kebijakan dan otoritas kepemimpinan tertinggi
dapat secara langsung memberi instruksi, himbauan, dan larangan kepada aparat dan
masyarakat. Dalam memaksimalkan kebijakan untuk menekan laju penambahan kasus
COVID-19. Pemkab Ponorogo dalam melibatkan peran dari aparatur seperti TNI, Polri, serta
ASN agar lebih memantau aktivitas masyarakat selama masa pembatasan berlangsung.
Masyarakat sebagai sasaran utama juga mampu memunculkan peran nya sebagai kelompok
peduli dengan cara menyebarluaskan secara sukarela. Dengan demikian, akan terbentuk
kedisiplinan demi menghindari konflik antara masyarakat dan aparat yang tidak jarang terjadi
di masa pembatasan akibat pandemi COVID-19 terhitung sejak tahun 2020.



BAB Il

RENCANA HASIL

3.1 Validasi, Presentasi, & Revisi
A. Validasi

Serangkaian proses yang telah penulis lakukan selama masa pemenuhan tugas
akhir hingga mendapatkan validasi dari tim penguji Fakultas llmu Sosial & Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dasar dari penyusunan poster adalah mengacu
pada pengamatan dan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh penulis di
Ponorogo (terutama terkait dengan kebijakan pemerintah Ponorogo dan perilaku
masyarakat di dalamnya). Penulis tidak merumuskan topik permasalahan serta
penyelesaian secara mandiri, akan tetapi juga didukung oleh sosok akademisi dari
kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penulis dibantu dengan sumbangsih dan keterlibatan dari berbagai pihak
terutama yang berstatus sebagai Dosen Pembimbing & Dosen Penguji. Penulis perlu
untuk menjelaskan konsep dan tujuan dalam pembuatan poster agar tetap berada
dalam koridor etika yang baik, karena topik pembahasan berhubungan dengan krisis
di Ponorogo. Setelah penulis berhasil meyakinkan dosen pembimbing dan penguji,

maka tahap validasi dilakukan sebagai bentuk pengesahan suatu karya paten.

B. Hasil HKI

HKI berupa poster yang telah penulis buat menghasilkan luaran yang penting
bagi pemerintah dan masyarakat Ponorogo untuk meningkatkan kesadaran penuh
dalam menghadapi krisis multidimensi akibat COVID-19. Poster milik penulis dapat
dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait beberapa hal seperti:
tingkat kesadaran masyarakat, tingkat kedisiplinan masyarakat, pola kebijakan
pemerintah, cara sosialisasi pemerintah, dan lain sebagainya. Hasil penelitian berupa
HKI menunjukan adanya krisis serius di Kabupaten Ponorogo, sehingga Pemkab
Ponorogo melakukan kebijakan pembatasan ekstrim jauh sebelum pemberlakuan
PPKM oleh Pemerintah Pusat.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan Pemkab Ponorogo melalui Keputusan Bupati Ponorogo Nomor:
188.45/930/405.01.3/2021 adalah bukti langkah konkrit di tengah mendesaknya keadaan
serta kewajiban untuk memenuhi hak hidup masyarakat secara layak. Situasi yang aman,
tentram, dan damai merupakan cita-cita besar bagi setiap masyarakat. Hambatan serius
akibat COVID-19 yang tak kunjung mereda di Ponorogo, pada akhirnya memerlukan
kesadaran bersama untuk bergotong-royong secara moral dan tindakan. Disamping itu,
penyebab utama angka sebaran COVID-19 yang belum menyentuh kurva landai adalah
didominasi oleh perilaku masyarakat sendiri seperti: kurangnya budaya disiplin, tuntutan
kebutuhan yang mendorong tingginya mobilitas sosial maupun kontak fisik dengan orang
lain, serta kelelahan masyarakat dalam beradaptasi dengan pola hidup baru.

Dalam beberapa sektor seperti kesehatan dan pendidikan, Pemkab Ponorogo tetap
menjaga keduanya agar dapat berjalan maksimal karena keduanya adalah sektor kritis
yang tidak boleh dihentikan. Kesehatan sebagai unsur dasar yang mampu untuk dijadikan
modal bagi masyarakat untuk beraktivitas, bekerja, berjualan, dan lain sebagainya.
Sedangkan sektor pendidikan merupakan substansi untuk menjaga kualitas lintas
generasi di masa mendatang supaya tidak tertinggal secara kualitas SDM baik dari sisi
pemikiran, kecakapan komunikasi, kecakapan memanfaatkan teknologi, dan lain
sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa di tengah krisis akibat pandemi COVID-19.
sejatinya Pemkab Ponorogo telah berhasil memenuhi prinsip Good Governance dengan
cara memanfaatkan margin peluang sekecil mungkin, namun tetap mengacu pada

pembangunan kemanusiaan.

B. Kritik dan Saran
Sinergi antara Pemkab Ponorogo dan masyarakat di dalamnya harus dikuatkan, serta
saling memahami dan menyadari peran masing-masing untuk mengikis keberadaan
COVID-19 sesegera mungkin. Ketika Pemkab dan masyarakat Ponorogo mampu untuk
melakukan tindakan secara seimbang dengan cara memenuhi segala hak dan
kewajibannya sebagai 2 unsur berbeda, maka kekompakan akan terbentuk guna

memerangi keberadaan COVID-19.
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